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sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut sebagai "UU 

Pemilihan"), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi 

melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 

2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan 

perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh 

Mahkamah Konstitusl'; 

2. Bahwa definisi perselisihan hasil pemilihan dan perselisihan

penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang menjadi

kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 156

ayat (2) UU Pemilihan, adalah sebagai berikut:

Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan 

(1 ). "Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara 

KPU Provinsi danlatau KPU Kabupaten/Kota dan peserta 

Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil 

Pemilihan. 

(2). Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan 

penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat 

mempengaruhi penetapan ca/on untuk maju ke putaran 

berikutnya atau penetapan ca/on terpilih". 

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara

Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan

Walikota (untuk selanjutnya disebut sebagai "PMK No. 3/2024"),

menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 ayat 11 PMK No. 3/2024 

"Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan 

adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada 

Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) mengenai penetapan perolehan suara 

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Terhadap Perkara Nomor 
286/PHPU.BUP-XXlll/2025 yang dimohonkan oleh Alfons Sesa, M.M. dan Yakobus Britai, S.IP., MKP 
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 Nomor Urut 4 





■ 

Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, 

sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan 

kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran 

administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi 

Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (Pasal 1 0 

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016); (ii) untuk sengketa antar 

peserta pemilihan dan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan 

panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing­

masing (Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan ca/on 

kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan 

dalam /ingkungan peradilan tata usaha negara (Pasal 135A, Pasal 

153, dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016); (iv) 

untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di 

tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi danlatau Panwas 

Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (Pasal 152 Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan 

umum (Pasa/ 146 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), serta (v) 

untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada 

badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk 

sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada 

Mahkamah Konstitusi (Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2016). Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi 

untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui 

kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili 

perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. 

Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah 

memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang 

diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang- Undang Nomor 10 

Tahun 2016; 

Tabel 1: Pelanggaran dan Lembaga yang berwenang 

Bentuk Pelanggaran Kompetensi Lembaga 

Pelanggaran Administrasi 1. Sadan Pengawas Pemilihan 
Pemilihan Yang Sersifat Pemilihan Umum
Terstruktur, Sistematis dan Masif. 2. Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Dewan Kehormatan Penyelenggara 
Umum Pemilihan Umum 
Pelanggaran Administrasi dan Sadan Pengawas Pemilihan Pemilihan 
Sengketa Pemilihan Umum 
Pelanggaran Pidana Sentra Gakumdu, Pengadilan Negeri dan 

Pengadilan Tinqqi 
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Sengketa Tata Usaha Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum, 
Pemilihan Pengadilan Tata Usaha Negara dan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Pereellsillan Hau Pemlllhan Mahkamah Konstltusl 

9. Bahwa berdasarkan dalil jawaban Termohon di atas, maka menurut

T ermohon perkara yang dimohonkan oleh Pemohon bukan termasuk

kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditentukan oleh

peraturan perundang-undangan. Sehingga sudah sepatutnya

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan permohonan

Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal 

standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan 

perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 

Mamberamo Raya Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 286/PHPU.BUP­

XXlll/2025, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut: 

PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT AMBANG BATAS PENGAJUAN 
PERMOHONAN 

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan

menyatakan sebagai berikut:

Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan 

"Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan 

Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan 

penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan 

ketentuan: 

a. kabupatenlkota dengan jumlah penduduk sampai

dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa,

pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika

terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua

persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara

tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

b. kabupatenlkota dengan jumlah penduduk lebih dari 250. 000

(dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000

(lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan

suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak
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sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah 

hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh 

KPU Kabupaten/Kota; 

c. kabupatenlkota dengan jumlah penduduk lebih dari 500. 000

(lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta)

jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika

terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu

persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap

akhir KPU Kabupaten/Kota; dan

d. kabupatenlkota dengan jumlah penduduk lebih dari

1. 000. 000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan

perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling

banyak sebesar 0,5% (no/ koma lima persen) dari total

suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU

Kabupaten/Kota ";

2. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor

2965/PY .02.1-SD/08/2024 tertanggal 23 Desember 2024 kepada

Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh; Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota

perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, Jumlah

Penduduk Kabupaten Mamberamo Raya, antara lain: Laki-Laki

sebanyak 21.017 (dua puluh satu ribu tujuh betas) jiwa, Perempuan

sebanyak 19.432 (sembilan betas ribu empat ratus tiga puluh dua)

jiwa dengan total sebanyak 40.449 (empat puluh ribu empat ratus

empat puluh sembilan) jiwa [BUKTI T-01]

Tabet 2: Jumlah Penduduk Kabupaten Mamberamo Raya 

Kategori Jumlah 

Laki-laki 21,017 

Perempuan 19,432 

Total 40,449 

3. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi penghitungan Perolehan Suara

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024,

perbandingan perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon

peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya dapat

di lihat pada T abel berikut:
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4. Bahwa pada tanggal 22 September 2024, Termohon melalui Keputusan

Nomor 131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024,

menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi syarat untuk

berkonstestasi dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah

Mamberamo Raya T ahun 2024; [Bukti T-03]

Tabel 4: Keputusan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon 

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 

2024 

No. Pasangan Calon Walikota dan Partai Politik Pengusul 

Wakil Walikota 

1. Alfons Sesa - Yakobus Britai 1. Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan

2. PARTAI PERINDO

3. Partai Solidaritas Indonesia

4. Partai NasDem

2. Robby Wilson Rumansara - Keven 1. Partai Demokrat,

Totouw 2. Partai Golongan Karya

3. Ever Mudumi - Mada Marlince 1. Partai Amanat Nasional

Rumaikewi 2. Partai Gerakan Indonesia Raya

4. Matius Fuyeri - Dius Enumbi 1. Partai Hati Nurani Rakyat

2. Partai Buruh

3. Partai Bulan Bintang

4. Partai Persatuan Pembangunan

5. Bahwa pasca penetapan pasangan calon yang telah memenuhi syarat,

pada tanggal 23 September 2024, T ermohon menerbitkan Keputusan

Nomor 132 Tahun 2024, yang menetapkan Nomor Urut masing-masing

pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo

Raya T ahun 2024, sebagai berikut: [Bukti T-04]

Tabel 4: Keputusan Nomor 132 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan 

Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo 

Raya Tahun 2024 

Nomor 

Urut 

1. 

2. 

Calon Bupati 

Robby Wilson 

Rumansara, SP., M.H 

Matius Fuyeri 

Calon Wakil Bupati Partai Politik Pengusul 

Keven Totouw, S.IP 1. Partai Demokrat,

2. Partai Golkar

Dius Enumbi 1. Partai HANURA
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logistik pemungutan suara ke TPS, yang selengkapnya sebagai 

berikut; [Bukti l-11 dan Bukti l-12] 

label 8: Keputusan KPU Mamberamo Raya No. 243/2024 

No. Distrik Kampung TPS 

1. 

2. 

Distrik Rufaer Kampung T ayai TPS 01 

TPS 02 

TPS 03 

TPS 04 

Distrik Mamberamo T engah Kampung Kustra TPS 01 

Timur 

Total TPS 5 

j. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati

dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 pada pelaksanaan

PSU, tanggal 6 Desember 2024, di TPS 01 Kampung Papasena II,

Distrik Mamberamo Hulu, sebagai berikut; [Bukti l-13]

label 9: FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPAll 

lPS 01 Kampung Papasena II, Distrik Mamberamo Hulu 

No. Urut 
Nama Pasangan Calon 

Perolehan 

Suara 

1. Robby Wilson Rumansara, SP., M.H. 139 

dan Keven Totouw, SIP. 

2. Matius Fuyeri dan Dius Enumbi 22 

3. Ever Mudumi, S.Sos dan Mada -

Marlince Rumaikewi, S.Si, M.H. 

4. Ors. Alfons Sesa, M.M. dan Yakobus 23 

Britai, S.IP., MKP. 

- Total Suara Sah 184 suara 

k. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati

dan Wakil Mamberamo Raya Tahun 2024 pada pelaksanaan PSU,

tanggal 7 Desember 2024, di TPS 01 Kampung Sensor, Distrik
Waropen Atas, dan TPS 01 Kampung Sasakwesar, Distrik

Mamberamo Tengah, sebagai berikut [Bukti l-14 dan Bukti l-15]:
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Tabel 10: FORMULIR MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI 

TPS 01 Kampung Bensor, Distrik Waropen Atas 

No. Urut 
Nama Pasangan Calon 

Perolehan 

Suara 

1. Robby Wilson Rumansara, SP., M.H. 172 

dan Keven Totouw, SIP. 

2. Matius Fuyeri dan Dius Enumbi 24 

3. Ever Mudumi, S.Sos dan Mada 46 

Marlince Rumaikewi, S.Si, M.H.

4. Ors. Alfons Sesa, M.M. dan Yakobus 14 

Britai, S.IP., MKP. 

Total Suara Sah 256 suara 

Catatan: saksi Pemohon membubuhkan tanda tangannya dalam 

Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI 

Tabel 11: FORMULIR MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI 

TPS 01 Kampung Sasakwesar, Distrik Mamberamo Tengah 

No. Urut 
Nama Pasangan Calon 

Perolehan 

Suara 

1. Robby Wilson Rumansara, SP., M.H. 62 

dan Keven Totouw, SIP. 

2. Matius Fuyeri dan Dius Enumbi 3 

3. Ever Mudumi, S.Sos dan Mada -

Marlince Rumaikewi, S.Si, M.H. 

4. Ors. Alfons Sesa, M.M. dan Yakobus -

Britai, S.IP., MKP. 

Total Suara Sah 65 suara 

Catatan: saksi Pemohon membubuhkan tanda tangannya dalam 

Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI 

I. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati

dan Wakil Wakil Mamberamo Raya Tahun 2024 pada pelaksanaan

PSU, tanggal 9 Desember 2024 di TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS

04 Kampung Tayai, Distrik Rufaer, sebagai berikut; [Bukti T-16]
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Tabel 12: FORMULIR MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI 

TPS 01 Kampung Tayai, Distrik Rufaer 

No. Urut Perolehan 
Nama Pasangan Calon 

Suara 

1. Robby Wilson Rumansara, SP., M. H. 78 

dan Keven Totouw, SIP. 

2. Matius Fuyeri dan Oius Enumbi 33 

3. Ever Mudumi, S.Sos dan Mada -

Marlince Rumaikewi, S.Si, M.H.

4. Ors. Alfons Sesa, M.M. dan Yakobus 13 

Britai, S.IP., MKP. 

Total Suara Sah 124 suara 

Tabel 13: FORMULIR MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI 

TPS 02 Kampung Tayai, Distrik Rufaer 

No. Urut 
Nama Pasangan Calon 

Perolehan 

Suara 

1. Robby Wilson Rumansara, SP., M.H. 116 

dan Keven Totouw, SIP. 

2. Matius Fuyeri dan Oius Enumbi 8 

3. Ever Mudumi, S.Sos dan Mada -

Marlince Rumaikewi, S.Si, M.H. 

4. Ors. Alfons Sesa, M.M. dan Yakobus 70 

Britai, S.IP., MKP. 

Total Suara Sah 194 suara 

Tabel 14: FORMULIR MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI 

TPS 03 Kampung Tayai, Distrik Rufaer 

No. Urut 
Nama Pasangan Calon 

Perolehan 

Suara 

1. Robby Wilson Rumansara, SP., M.H. 200 

dan Keven Totouw, SIP. 

2. Matius Fuyeri dan Oius Enumbi 5 

3. Ever Mudumi, S.Sos dan Mada -

Marlince Rumaikewi, S.Si, M.H.

4. Ors. Alfons Sesa, M.M. dan Yakobus 4 

Britai, S.IP., MKP. 

Total Suara Sah 209 suara 
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